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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN
1. Latar Belakang Penyusunan

Awal penerapan Good Gorporate Governance (GCG) PT Radiant Utama Interinsco
(selanjutnya disebut Perusahaan) didasari atas kebutuhan Perusahaan untuk terus
tumbuh dan berkembang serta berkelanjutan. Dengan pencatatan saham
Perusahaan listing) pada Bursa Efek Indonesia di tahun 2006, menjadi dasar bagi
Perusahaan untuk mendorong menerapkan GCG sebagai sistem terpadu dengan
mengedepankan prinsip-prinsip:  transparency (keterbukaan), accountability
(akuntabilitas), responsibilty (pertanggungjawaban), independency (kemandirian),
dan fairness (kewajaran). Seiring dengan listing-nya Perusahaan tersebut, Perusahaan
memiliki tanggung jawab penerapan GCG yang efektif guna memberikan nilai tambah
Perusahaan bagi kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders).

Seiring dengan berjalannya waktu, berkembang, dan berubahnya peraturan
perundang-undangan serta standar GCG, Perusahaan terus berbenah diri dalam
penerapan GCG.

Sehubungan dengan hal tersebut Perusahaan bermaksud untuk melakukan
pembaharuan GCG yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembentukan dan
penyusunan kebijakan turunannya dan sebagai sarana bagi pengambilan keputusan,
pedoman pengawasan dan pengendalian Perusahaan.

2. Tujuan Penyusunan

GCG disusun dengan tujuan untuk menyempurnakan GCG sebelumnya yang memiliki
kedudukan sebagai acuan dan pedoman induk kebijakan di Perusahaan. Dengan
begitu, maka seluruh peraturan, kebijakan atau keputusan yang ditetapkan oleh
Perusahaan harus merujuk dan mengacu pada GCG sebagai standar dan pedoman
dasar pembentukan dan pelaksanaannya.

B. HIERARKI PERATURAN DAN KEBIJAKAN
Hierarki peraturan dan kebijakan di lingkungan Perusahaan yaitu sebagai berikut:
1. HIERARKI PERATURAN
A. Anggaran Dasar Perusahaan

Anggaran Dasar Perusahaan merupakan peraturan internal Perusahaan yang
merupakan dasar formal untuk persetujuan atau kesepakatan internal. Anggaran
Dasar Perusahaan memuat hal-hal antara lain:

1) Nama dan tempat kedudukan:



2) Jangka waktu berdirinya Perusahaan;

3) Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha;

4) Modal, saham, surat saham, dan penggantian surat saham;

5) Penitipan kolektif, daftar pemegang saham dan daftar khusus, dan
pemindahan hak atas saham;

6) Direksi termasuk tata cara pengangkatan dan pemberhentian, tugas,
wewenang, dan kewajiban Direksi, dan rapat Direksi;

7) Dewan Komisaris termasuk tata cara pengangkatan dan pemberhentian,
tugas, wewenang, dan kewajiban Dewan Komisaris, dan rapat Dewan
Komisaris;

8) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;

9) Tahun Buku dan Laporan Tahunan serta pelaporan;

10) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan tata cara pelaksanaannya;

11) Ketentuan lainnya.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Memuat hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham
sebagaimana diatur berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan.

Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi

Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi yaitu keputusan yang
ditandatangani bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi.

. Keputusan Dewan Komisaris

Memuat hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dalam
melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi
sebagaimana kewenangan yang diatur pada Anggaran Dasar dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta hal-hal lain yang mendasar guna
kepentingan pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris.

Keputusan Direksi

Memuat hal-hal yang merupakan kewenangan Direksi dalam pengurusan
Perusahaan sebagaimana diatur pada Anggaran Dasar dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang dituangkan dalam suatu Keputusan Direksi yang
diambil melalui rapat Direksi.

Keputusan tersebut dapat berisi pengaturan ataupun kebijakan yang dituangkan
dalam Surat Keputusan dan/atau risalah rapat Direksi.

Keputusan Anggota Direksi Dalam Pelaksanaan Pembagian Tugas, Wewenang
dan Tanggung Jawab

Keputusan ini dapat mengatur hal-hal yang sifatnya pengaturan atau penetapan
guna pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing anggota
Direksi sebagaimana keputusan Direksi yang mengatur pembagian kewenangan
anggota Direksi.



G.

Surat Edaran

Surat Edaran Direksi merupakan bentuk surat dinas Perusahaan yang berisi pesan
atau berita guna diketahui, dilaksanakan oleh insan Perusahaan, sesuai dengan
maksud dan tujuannya.

2. HIERARKI KEBIJAKAN

A.

GCG

Berisi hal-hal prinsip terkait dengan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik
atau Good Corporate Governance (GCG) yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris
dan Direksi.

Piagam Dewan Komisaris dan Piagam Direksi

Berisi pedoman kerja Dewan Komisaris dan Direksi, hubungan Perusahaan
dengan Anak Perusahaan (melalui RUPS/selaku Pemegang Saham Pengendali
Anak Perusahaan), dan tata cara persetujuan korporasi.

Kode Etik/Code of Conduct

Berisi pedoman perilaku yang berlaku di Perusahaan yang terdiri antara lain
terkait dengan etika bisnis dan etika kerja.

Pedoman

Berisi panduan atau aturan yang ditetapkan oleh Direksi guna pelaksanaan
operasional kegiatan Perusahaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari keputusan Direksi, diantaranya dapat berupa Whistle Blowing Sstem (WBS),
Anti Penyuapan dan Korupsi dan lain-lain.

Peraturan Korporat

Adalah ketentuan/keputusan yang mengikat dan dikeluarkan oleh Direksi
berkenaan dengan ketentuan-ketentuan umum yang mencakup organisasi,
sistem dan prosedur, operational atau kebijakan yang harus diberlakukan secara
seragam atau menjadi pedoman Perusahaan dan/atau SBU sesuai dengan
Anggaran Dasar, Visi, Misi Perusahaan.

Surat Keputusan Direksi Korporat

Adalah ketentuan/keputusan Direksi yang mengikat dan ditetapkan sebagai
tindaklanjut/ penjabaran dari Peraturan Korporat yang bersifat spesifik dan
diberlakukan di Perusahaan dan SBU.

Prosedur

Berisi penjabaran serangkaian langkah-langkah aktivitas baku dan rinci yang
menggambarkan tahapan suatu proses kerja antar bisnis unit/departemen,
personil yang bertanggung jawab, dan dokumen yang digunakan.



H. SOP

Berisi penjabaran langkah-langkah baku dan rinci tentang suatu aktivitas dalam 1
(satu) bisnis unit/departemen personil yang bertanggung jawab, dan dokumen
yang digunakan.

C. PEMUTAKHIRAN DAN KEABSAHAN

1.

Pengesahan dan pemutakhiran GCG hanya sah dan mengikat apabila telah terlebih
dahulu mendapatkan Persetujuan dari Dewan Komisaris, yang dituangkan dalam
bentuk Keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi.

Pemutakhiran didasarkan pada perubahan/pembaharuan dari peraturan perundang-
undangan, Anggaran Dasar, Keputusan RUPS, dan keputusan lainnya yang setingkat
(“Ketentuan Terkait GCG”). Namun apabila terdapat perubahan/pembaharuan dari
Ketentuan Terkait GCG yang sifatnya tidak material, maka tidak perlu dilakukan
perubahan GCG, dengan ketentuan perubahan/pembaharuan Ketentuan Terkait GCG
tersebut langsung menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan GCG Perusahaan.
Pengesahan dan pemutakhiran Code of Conduct didasarkan pada Keputusan Bersama
Dewan Komisaris dan Direksi.

Pengesahan dan pemutakhiran Piagam Dewan Komisaris dan Piagam Direksi
didasarkan pada Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi.

Pengesahan dan pemutakhiran Piagam Komite yang berada di bawah Dewan
Komisaris didasarkan pada Keputusan Dewan Komisaris.

Pengesahan dan pemutakhiran Piagam Satuan Audit Internal (Internal Audit Charter)
didasarkan pada Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
Pengesahan dan pemutakhiran Whistleblowing System (WBS) didasarkan pada
Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Pengesahan Keputusan Direksi yang sifatnya strategis, lintas direktorat dan
dipandang oleh Direksi perlu disetujui oleh Direksi, maka pengesahannya dengan
cara persetujuan seluruh Direksi untuk selanjutnya disahkan dan ditandatangani oleh
Direktur Utama.

Pengesahan Keputusan Direksi yang sifatnya pelaksanaan tugas, wewenang dan
tanggung jawab sesuai dengan pembagian tugas masing-masing anggota Direksi
dilakukan dengan cara ditandatangani oleh anggota Direksi yang bersangkutan dan
diinformasikan kepada anggota Direksi lainnya melalui Rapat Direksi, yang akan
dituangkan dalam bentuk keputusan Direksi Perusahaan yang khusus mengatur hal
tersebut.

Pengesahan dan pemutakhiran Prosedur dilakukan dengan ditandatangani oleh
seluruh pejabat terkait dan disahkan oleh anggota Direksi yang membawahi Satuan
Kerja yang membuat Prosedur dimaksud.



D. PENANGGUNGJAWAB IMPLEMENTASI GCG

1. Fungsi yang membidangi Good Corporate Governance (GCG) atau Fungsi Lainnya
yang ditunjuk oleh Direksi berdasarkan Keputusan Direksi memiliki tugas untuk
melakukan pemutakhiran dan sosialisasi GCG.

2. Pemutakhiran GCG dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dari
Perusahaan. Kepala Satuan Kerja sebagaimana butir 1 (satu) bertanggung jawab atas
permintaan saran dan permintaan perubahan, pemutakhiran pedoman-pedoman
tertulis yang ada serta sosialisasi pemutakhiran tersebut kepada seluruh pegawai
Perusahaan.
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BAB I
PANDUAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

A. KEBUJAKAN GCG

PT Radiant Utama Interinsco Tbk, menyadari bahwa Penerapan GCG secara sistematis dan
konsisten merupakan kebutuhan yang harus dilaksanakan. Penerapan GCG pada Perusahaan
diharapkan akan dapat memacu perkembangan bisnis, akuntabilitas serta mewujudkan nilai
Pemegang Saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan Stakeholders
lainnya.

Untuk meningkatkan kinerja dan kepatuhan terhadap implementasi prinsip-prinsip GCG,
Perusahaan menyusun Panduan GCG yang diterapkan secara konsisten sehingga semua nilai
yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berkepentingan atas Perusahaan (Stakeholders) dapat
didayagunakan secara optimal dan menghasilkan pola hubungan ekonomis yang saling
menguntungkan. GCG merupakan kristalisasi dari kaidah-kaidah GCG, peraturan perundang-
undangan yang berlaku, nilai-nilai budaya yang dianut, visi dan misi serta praktek- praktek
terbaik (best practices) GCG. GCG yang telah disusun menjadi acuan bagi Pemegang Saham,
Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai serta menjadi acuan bagi Stakeholder lainnya dalam
berhubungan dengan Perusahaan.

GCG tersebut berisikan prinsip-prinsip pengelolaan Perusahaan yang dalam implementasinya
diikuti dengan berbagai kebijakan serta peraturan teknis sesuai kebutuhan Perusahaan.

Mengingat lingkungan bisnis yang bersifat dinamis dan berkembang, maka GCG yang disusun
oleh Perusahaan juga selalu disesuaikan dengan kondisi internal maupun eksternal yang ada.
Pengkajian secara berkesinambungan selalu dilakukan sebagai upaya mencapai standar kerja
yang terbaik bagi Perusahaan.

B. TUJUAN
Penerapan GCG di Perusahaan bertujuan untuk:

1. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara Pemegang Saham, Dewan
Komisaris, Direksi, Pegawai, Pelanggan, Mitra Kerja, serta Masyarakat dan
lingkungan;

2. Memaksimalkan nilai Perusahaan dengan cara meningkatkan penerapan prinsip-
prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan
kewajaran dalam pelaksanaan kegiatan Perusahaan;

3. Terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh Organ Perusahaan yang didasarkan
pada nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

4. Terlaksananya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Stakeholders;

Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perusahaan;

6. Terlaksananya pengelolaan Perusahaan secara profesional dan mandiri;.

v
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7. Meningkatkan citra Perusahaan (image) yang semakin baik;

8. Meningkatkan iklim investasi nasional yang kondusif, khususnya di bidang energi;

9. Terintegrasinya hubungan antara Perusahaan dengan seluruh Anak Perusahaan;
C. SASARAN

D.

Penerapan GCG di Perusahaan memiliki beberapa sasaran sebagai berikut:

1.

Terlaksananya sistem manajemen stratejik yang handal, sehingga dapat merumuskan
visi, misi dan tujuan dan sasaran yang sejalan dengan rencana strategis Perusahaan
baik jangka pendek ataupun jangka panjang;

Adanya keterbukaan dan komunikasi dua arah baik dengan Regulator, Pelaku Pasar,
dan Pemangku Kepentingan (Stakeholders) Perusahaan;

Berfungsinya Komite Audit, Komite nominasi dan remunerasi, dan komite lainnya
yang ada di bawah Dewan Komisaris, maupun Satuan Audit Internal, Manajemen
Risiko, Sekretaris Perusahaan, dan Fungsi Lainnya yang ada dibawah Direksi;
Terlaksananya penyelenggaraan bisnis yang beretika;

Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki talenta yang unggul, professional
dan bebas dari segala benturan kepentingan;

Terpastikannya seluruh jajaran Perusahaan mengetahui dan mampu menjalankan
tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Terdapatnya kepedulian terhadap Masyarakat dan Stakeholders pada kelestarian
lingkungan hidup.

ACUAN PANDUAN

Penyusunan GCG ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1.

Undang-Undang

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme;

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Atas Undang- Undang Republik Indanesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

d. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun
2003;

e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan
Terbatas;

f. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
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g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Repubiik Indonesia Namor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik.

2. Peraturan Pasar Modal/Otoritas Jasa Keuangan

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/P0OJK.04/2014 tentang Direksi dan
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/P0OJK.04/2014 Tentang Komite
Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;

c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomar 35/P0JK.04/2014 Tentang Sekretaris
Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;

d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/P0JK.04/2015 tentang Penerapan
Tata Kelola Perusahaan Terbuka;

e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/P0OJK.04/2015 tentang
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;

f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang
Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;

g. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEQJK.0412015 tentang
Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;

h. Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas
selain saham vyang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat beserta dengan
perubahannya.

3. Anggaran Dasar Perusahaan

Anggaran Dasar PT Radiant Utama Interinsco Tbk. terakhir sebagaimana dimuat pada
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan No 8
dibuat dihadapan Aulia Taufani SH, M.Kn, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.
AHU-0060906.AH.01.02. Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-
03825536 seluruhnya tertanggal 5 September 2020.

4, Pedoman GCG

a. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, dikeluarkan oleh Komite
Nasional Kebijakan Governance, Tahun 2006;

b. Pedoman Komisaris Independen, dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan
Governance, Tahun 2004;

c. Pedoman Pembentukan Komite Audit Yang Efektif, dikeluarkan oleh Komite
Nasional Kebijakan Governance, Tahun 2004;

d. ASEAN Corporate Governance Scorecard;

e. Indonesia Corporate Governance Manual 2018 oleh OJK, IFC, dan Swiss
Confederation.
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E. RUANG LINGKUP PANDUAN

Ruang lingkup yang diatur dalam Panduan ini meliputi:

1.

2.
3.
4

Hubungan antara Perusahaan dengan Pemegang Saham;

Fungsi serta peran Dewan Komisaris;

Fungsi serta peran Direksi;

Hubungan antara Perusahaan dengan Stakeholders seperti Pegawai, Pelanggan,
Pemasok dan Mitra Kerja serta Masyarakat;

Prinsip-prinsip mengenai Kebijakan Perusahaan yang penting seperti Kebijakan
tentang Standar Akuntansi, Pengendalian Internal, Mutu, Manajemen Risiko,
Informasi Teknologi, Pengadaan Barang/Jasa, Benturan Kepentingan, Hubungan
dengan Anak Perusahaan dan Pihak Terafiliasi, Kepatuhan Hukum, Insider Trading
dan kebijakan lainnya.

F. DAFTAR ISTILAH

1.

10.

11.

Anggota Dewan Komisaris adalah anggota dari Dewan Komisaris yang merujuk
kepada individu (bukan sebagai Board).

Anggota Direksi adalah anggota dari Direksi yang merujuk kepada individu (bukan
sebagai Board).

Auditor Eksternal adalah Akuntan Publik yaitu seseorang yang telah memperoleh izin
untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai
Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS ataupun Dewan Komisaris selaku kuasa
RUPS Perusahaan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan.

Internal Auditor adalah Satuan Pengawasan Intern di lingkungan Perusahaan yang
bertugas untuk melakukan audit serta memastikan sistem pengendalian internal
Perusahaan dapat berjalan secara efektif.

Dewan Komisaris adalah keseluruhan anggota Dewan Komisaris yang berlaku sebagai
suatu kesatuan Dewan (Board).

Direksi adalah keseluruhan anggota Direksi yang berlaku sebagai suatu kesatuan
Dewan (Board);

Direktorat adalah bagian Perusahaan yang bertugas pada suatu bidang tertentu.
Jajaran Manajemen adalah Direksi beserta Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi
yang membantu pengelolaan Perusahaan.

Insan Radiant adalah keseluruhan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan
Pegawai yang bekerja di lingkungan Perusahaan.

Publik adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam
Undang- Undang mengenai Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS Perusahaan.
Kebijakan adalah aturan bagi seluruh pelaksanaan pengelolaan kegiatan Perusahaan
serta sarana untuk mendorong inisiatif bagi Organ Perusahaan dan para Pejabat Satu
Level dibawah Direksi dalam pengambilan keputusan operasional Perusahaan,
dengan batasan-batasan kewenangan yang telah ditentukan.
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12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23

24.

25.

26.

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang memenuhi
kriteria independensi sesuai sesuai ketentuan yang berlaku dan yang bersangkutan
ditunjuk oleh RUPS sebagai Komisaris Independen.

Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka
membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris untuk mendorong
diterapkannya tata kelola Perusahaan yang baik, terbentuknya struktur pengendalian
internal yang memadai, meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan
keuangan, serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan, kemandirian dan objektivitas
Akuntan Publik.

Organ Perusahaan adalah RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi.

Fungsi Risiko adalah Fungsi Perusahaan yang melakukan identifikasi risiko dan
memberikan rekomendasi untuk mengatasi, atau meminimalkan kerugian dari risiko
yang timbul dari aspek operasional proyek.

Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut OJK adalah lembaga yang independen
sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pegawai adalah tenaga kerja yang bekerja dan menerima upah di dalam hubungan
kerja dengan Perusahaan.

Peraturan adalah produk hukum yang berisi ketentuan yang sifatnya mengatur dan
memiliki akibat hukum, yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap keputusan,
tindakan dan/atau perbuatan hukum lainnya dilaksanakan untuk mencapai tujuan
Perusahaan.

Perusahaan adalah PT Radiant Utama Interinsco Thbk.

Pemegang Saham adalah Seseorang atau badan hukum yang bertindak sebagai
pemodal dan secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan
sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau diatur oleh peraturan
perundangan yang berlaku.

Anak Perusahaan adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang dibeli atau
dibentukatau saham-sahamnya dikuasai dan dimiliki oleh Perusahaan dimana
laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perusahaan.

SBU adalah kelompok bidang usaha di lingkungan Perusahaan berdasarkan kesamaan
produk atau jasa dan pola kelola yang berorientasi pada optimalisasi sumber daya
yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai Perusahaan.

. Satuan Kerja adalah fungsi-fungsi yang merupakan bagian dari Perusahaan dan

memiliki tugas spesifik yang sesuai pada bidang/direktoratnya.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perusahaan yang mempunyai
wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas
yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007
dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan.

Sekretaris Perusahaan adalah satuan fungsi struktural dalam organisasi Perusahaan
yang bertugas untuk memberikan dukungan kepada Direksidengan tugas, wewenang
dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Stakeholder adalah setiap pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak
langsung terhadap kegiatan operasional Perusahaan.
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G. VISI DAN MISI PERUSAHAAN

1. Visidari PT. Radiant Utama Interinsco Tbhk. adalah:

“Bertekad untuk menjadi Perusahaan unggul melalui insan-insan profesional,
finansial yang tangguh, pertumbuhan berkelanjutan, dan kepuasan pelanggan.”

2. Misi PT. Radiant Utama Interinsco Tbk.:

Menyelenggarakan dan mengembangkan usaha-usaha eksplorasi, eksploitasi, dan
jasa-jasa penunjang di sektor energi dan sumber daya dengan inovasi teknologi, serta
berkomitmen pada Mutu, Keselamatan, Kesehatan dan Lindung Lingkungan
berstandar Internasional.

H. BUDAYA PERUSAHAAN
Perusahaan mempunyai budaya Perusahaan yang merupakan nilai-nilai dan norma
perilaku yang wajib dipatuhi dan diterapkan dalam pelaksanaan kerja sehari-hari oleh
segenap insan Radiant.

1. Pilar Perusahaan:

a)

b)

e)

f)

Aset Utama
Sumber daya manusia adalah aset utama Perusahaan.
Independen

Badan Usaha yang mandiri dan bukan merupakan bagian dari kroni manapun dan
tidak terkait dalam kegiatan politik praktis apapun.

Professional

Seluruh aktifitas bisnis perusahaan dilaksanakan secara profesional dengan
mengedepankan kompetensi dan komitmen tinggi.

Kesejahteraan Untuk Semua

Segala bentuk wusaha bertujuan untuk kemanfaatan semua pemangku
kepentingan (Stakeholders) secara adil dan proposional.

Keteladanan

Pimpinan dan karyawan Perusahaan memberikan keteladanan yang baik dalam
menegakkan akhlak dan etika.

Tata Kelola Perusahaan ( Corporate Governance)

Perusahaan menerapkan sistem dan aturan-aturan berdasarkan asas-asas etika
moral, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

Berorientasi Pada Pertumbuhan (Growth Driven)

Berorientasi pada masa depan untuk selalu tumbuh dan berkembang.
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2. Karakteristik Insan RADIANT:

a) Reliable
Terpercaya dan dapat diandalkan.
b) Achievers of High Performance
Berprestasi tinggi.
¢) Driven Individuals
Selalu berusaha untuk maju dan berhasil.
d) Integrity
Menjunjung tinggi nilai kejujuran.
e) Adaptability
Mampu dan tanggap terhadap peluang atau perubahan-perubahan yang terjadi.
f) Network Organization
Membangun dan mendayagunakan jaringan kerja.
g) Teamwork

Selalu bersedia bekerjasama.

PRINSIP-PRINSIP GCG
Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di Perusahaan sebagai berikut:

1. Transparansi (Transparency)

Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses  pengambilan
keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi materiil dan relevan
mengenai Perusahaan. Pengungkapan informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan
dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh Stakeholders sesuai dengan
haknya.

Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sehingga
pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas merujuk kepada
kewajiban seseorang atau Satuan Kerja Perusahaan yang berkaitan dengan
pelaksanaan wewenang yang dimilikinya dan/atau pelaksanaan tanggung jawab yang
dibebankan oleh Perusahaan kepadanya. Oleh karenanya, Perusahaan menetapkan
tanggung jawab yang jelas dari masing- masing organ Perusahaan yang selaras
dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi Perusahaan.

